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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Keberadaan Public Relation atau Humas dalam suatu perusahaan saat ini 

menjadi suatu hal yang penting. Dengan adanya humas di setiap perusahaan, hal 

itu merupakan usaha untuk membangun dan mempertahankan reputasi, citra serta 

komunikasi yang baik dan bermanfaat antara perusahaan dengan pihak eksternal 

perusahaan seperti masyarakat maupun pihak internal perusahaan itu sendiri. 

Menurut Cultip, Center, & Broom (2006:5) Humas merupakan fungsi manajemen 

yang bertujuan membangun dan mempertahankan hubungan baik dan bermanfaat 

antara organisasi dengan publik yang bisa memberikan dampak positif terhadap 

keberhasilan atau kegagalan sebuah organisasi. 

Dalam suatu perusahaan, humas (Hubungan Masyarakat) merupakan 

profesi yang memegang kendali agar perusahaan tersebut dapat berjalan dengan 

baik. Humas dianggap menjadikan perusahaan menjadi lebih baik karena dalam 

kinerjanya, ia harus bisa membangun citra perusahaan tersebut agar penilaian 

orang terhadap perusahaan tersebut positif. Menurut Ruslan (1995:8-9) Humas 

adalah suatu proses yang kontinyu dari usaha manajemen untuk memperoleh 

kemauan baik dan pengertian dari para pelanggannya, konsumen, pegawainya, 

dan publik umumnya. Kedalam mengadakan perbaikan dan pembenahan melalu 

membangun budaya perusahaan berbentuk disiplin, memotivasi, meningkatkan 

pelayanan, dan produktivitas kerja. Sedangkan keluar, berupaya menciptakan 

kepercayaan dan citra perusahaan yang sekaligus memayungi serta 

mempertahankan citra produknya. 

Agar tercapainya suatu tujuan perusahaan, maka humas juga berperan 

dalam membantu mencapai suatu tujuan tersebut. Menurut Kozier didalam Gugun 

(2013:1498), peran merupakan seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh 

orang lain terhadap seseorang sesuai kedudukannya dalam suatu sistem. Peran 

dipengaruhi oleh keadaan sosial baik dari dalam maupun dari luar dan bersifat 

stabil. Peran adalah bentuk dari perilaku yang diharapakan dari seseorang pada 

situasi sosial tertentu. Sedangkan Menurut Thoha (2006:10), peran merupakan 
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sebagai perilaku yang teratur yang ditimbulkan karena suatu jabatan. Kemudian 

menurut Rivai didalam Gugun (2013:1498) peran dapat diartikan sebagai perilaku 

yang diatur dan diharapkan dari seseorang dalam 13 posisi tertentu. Jika dikaitkan 

dengan peranan sebuah instansi maka dapat diartikan sebagai seperangkat perilaku 

yang diharapkan untuk dilakukan oleh instansi atau kantor sesuai dengan posisi 

kantor tersebut. 

Disebuah perusahaan/instansi Humas memegang peranan penting dalam 

mensukseskan kegiatan yang dilaksanakan, baik instansi pemerintahan maupun 

swasta. Humas pemerintahan terdiri dari Humas pemerintahan pusat maupun 

Humas pemerintahan daerah. Humas pemerintahan pusat pada departemen-

departeman mempunyai dua tugas yakni pertama menyebarkan informasi secara 

teratur mengenai kebijaksanaan, perencanaan, dan hasil yang telah dicapai; kedua, 

menerangkan dan mendidik publik mengenai perundang-undangan, peraturan-

peraturan, dan hal-hal yang bersangkutan dengan kehidupan masyarakat sehari-

hari. Selain itu, tugasnya menasehati pimpinan departeman dalam hubungannya 

dengan reaksi atau tanggapan public terhadap kebijaksanaan yang dijalankan.  

 Peran humas sangatlah penting dalam suatu perusahaan. Humas 

mempunyai fungsi timbal balik, keluar dan ke dalam. Keluar, Humas harus 

mengusahakan tumbuhnya sikap dan image positif  terhadap segala tindakan dan 

kebijakan organisasi dan lembaga. Ke dalam, Humas berusaha mengenali, 

mengidentifikasi hal-hal yang dapat menimbulkan sikap dan gambaran yang 

negatif dalam masyarakat dan perusahaan sebelum suatu tindakan atau kebijakan 

itu dijalankan. Fungsi humas didalam suatu perusahaan antara lain dapat 

menciptakan dan menjaga hubungan baik dengan pihak eksternal maupun 

internal, seperti stakeholder maupun masyarakat umum.  

 Menurut Rosady Ruslan (2002:22) tahapan-tahapan yang dilakukan 

seorang humas dalam menjalankan fungsinya  meliputi perencanaan, 

pengorganisasian, komunikasi, pengawasan, dan evaluasi. Dalam proses evaluasi 

ialah salah satu bagian dalam humas yang penting. Proses evaluasi penting adanya 

karena kedua hal tersebut merupakan sebuah langkah akhir sekaligus langkah 

awal dari sebuah program dalam manajemen humas. Proses monitoring dan 

evaluasi juga dapat membantu para praktisi humas dalam melihat kemungkinan 

https://www.kompasiana.com/tag/evaluasi
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buruk yang akan terjadi selama program dari humas yang  berlangsung. Pada 

akhir programpun dilakukan evaluasi secara keseluruhan dan hasil evaluasi inilah 

yang digunakan sebagai informasi utama dalam menuntukan rencana program 

selanjutnya. Proses pengawasan dan evaluasi sebagai bagian dalam humas 

merupakan hal yang penting. Proses evaluasi penting karena dalam proses humas 

tahap-tahap yang harus dilakukan selalu berputar dan proses evaluasi ini 

merupakan sebuah tahapan humas yang tidak dapat dilewatkan bila seorang 

praktisi menginginkan program selanjutnya lebih baik dari program sebelumnya.  

 Hampir semua perusahaan khususnya perusahaan yang berorientasi pada 

profit akan memperhitungkan dengan matang keputusan yang akan diambil. 

Begitu pula dalam membuat keputusan berdasarkan program manajemen humas. 

Karena hal tersebut dibutuhkankan pengawasan serta evaluasi dalam setiap 

program. Salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang minyak dan gas 

contohnya, perusahaan tersebut membutuhkan proses pengawasan serta evaluasi 

dalam setiap program yang akan mereka lakukan. Contohnya seperti SKK Migas 

Perwakilan Sumbagsel.  

SKK Migas merupakan institusi yang dibentuk oleh pemerintah Republik 

Indonesia melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 9 Tahun 2013 tentang 

Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. SKK 

Migas bertugas melaksanakan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas 

bumi berdasarkan Kontrak Kerja Sama. Pembentukan lembaga ini dimaksudkan 

supaya pengambilan sumber daya alam minyak dan gas bumi milik negara dapat 

memberikan manfaat dan penerimaan yang maksimal bagi negara untuk sebesar-

besarnya dalam mewujudkan kemakmuran rakyat. Dalam menjalankan tugasnya, 

SKK Migas memiliki lima wewenang yaitu, membina kerjasama dalam rangka 

terwujudnya integrasi dan sinkronisasi kegiatan operasional KKKS, merumuskan 

kebijakan atas anggaran dan program kerja KKKS, mengawasi kegiatan utama 

operasional KKKS, membina seluruh Aset KKKS yang terjadi milik negara, 

melakukan koordinasi dengan pihak dan atau instansi terkait yang diperlukan 

dalam pelaksanaan kegiatan usaha hulu.  
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Dalam tugasnya, SKK Migas berfungsi untuk menjalin kontrak kerja sama 

bersama Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS). Kontraktor Kontrak Kerja 

Sama (KKKS) merupakan pihak yang memiliki Kontrak Kerja Sama dengan SKK 

Migas. Kontrak Kerja Sama merupakan Kontrak Bagi Hasil atau bentuk kontrak 

kerja sama lain dalam kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi. Jangka waktu Kontrak 

Kerja Sama sebagaimana tercantum dalam UU No 22/2001 adalah paling lama 30 

(tiga puluh) tahun dan selanjutnya Kontraktor dapat mengajukan perpanjangan 

lagi paling lama 20 (dua puluh) tahun. Kontrak Kerja Sama terdiri dari jangka 

waktu Eksplorasi dan jangka waktu Eksploitasi. Jangka waktu Eksplorasi 

dilaksanakan selama 6 tahun dan dapat diperpanjang hanya 1 kali periode paling 

lama 4 tahun. Setelah kontrak kerja sama terjalin, maka segala sesuatu kegiatan 

yang dilakukan oleh KKKS akan diawasi oleh SKK Migas langsung dan 

selanjutnya pihak SKK Migas akan melaporkan pada menteri ESDM.  

Kegiatan yang akan dilakukan setelah kontrak kerja sama terjalin yaitu 

kegiatan usaha minyak dan gas bumi yang berintikan pada kegiatan usaha 

eksplorasi serta eksploitasi minyak yang ada di Indonesia. Eksplorasi merupakan 

kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai kondisi geologi 

dalam rangka menemukan dan memperoleh perkiraan cadangan minyak dan gas 

bumi di wilayak kerja yang ditentukan. Sedangkan eksploitasi merupakan rangkai 

kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan atau memproduksi minyak dan gas 

bumi dari wilayah kerja yang ditentukan. Kegiatan tersebut terdiri dari 

pengeboran dan penyelesaian sumur, pembangunan sarana pengangkutan, 

penyimpanan dan pengolahan untuk pemisahan dan pemurnian minyak dan gas 

bumi di lapangan serta kegiatan lain yang mendukung. Inti dari kontrak kerja 

sama tersebut terjalin ialah untuk mendapatkan minyak bumi yang nantinya akan 

di berikan kepada negara agar dapat di manfaatkan sebaik-baiknya demi 

kepentingan masyarakat di Indonesia. Dalam proses eksplorasi yang akan 

dilakukan oleh KKKS PT Medco E&P Palembang, salah satu proses dari 

eksplorasi tersebut ialah pengadaan tanah.  

Pengadaan tanah merupakan kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan 

cara memberikan ganti rugi kepada yang melepaskan atau menyerahkan tanah, 

https://id.wikipedia.org/wiki/Kontrak_Bagi_Hasil
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bangunan, tanaman, dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah. Pengadaan 

tanah dapat dilakukan oleh pihak swasta dan pemerintah.  

Program pengadaan tanah merupakan salah satu hal yang dikerjakan oleh 

Humas SKK Migas Perwakilan Sumbagsel. Pada Humas SKK Migas Perwakilan 

Sumbagsel terbagi lagi menjadi dua divisi, yaitu Divisi Program dan Komunikasi 

serta Divisi Formalitas. Tidak berbeda dari kebanyakan Humas pada instansi 

lainnya, Divisi Program dan Komunikasi memiliki fungsi dalam hal menangani 

pihak media. Tapi tidak seperti Humas pada instansi kebanyakan, Divisi 

Formalitas memiliki fungsi yang berbeda dari Humas lainnya.  

Pada Divisi Formalitas ada empat fokus yang mereka kerjakan, yaitu:  

Tabel 1.1 

Fokus Pekerjaan Divisi Formalitas 

NO Fokus Pekerjaan Divisi Formalitas Keterangan 

1 Kelembagaan - Sosialisasi 

- Coffee Morning 

- Stakeholder Meeting 

- Safari Ramadhan 

- Kunjungan 

Kehormatan 

- Silaturahmi 

Koordinasi Rencana 

Kegiatan 

2 Tanggung Jawab Sosial - Workshop 

- Monitoring 

- Laporan Realisasi 

Perencanaan 

Program 

- Koordinasi dengan 

Pemerintah 

Kabupaten 

- Penguatan Mitra 

Binaan KKKS 

3 Perizinan Daerah - Pemberitahuan 

Kegiatan 

- Izin Mob/Demob 

- Rekomendasi 

RT/RW 

- Rekomendasi 

IPPKH 

- IMB 

- Izin Operasi dan 
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Layak Operasi 

- Izin Penggunaan 

ABT & APT 

4 Pengadaan Tanah - Mekanisme 

Pengadaan Tanah 

Skala Kecil  

- Monitoring 

Pengadaan Tanah 

- Pengurusan 

Rekomendasi 

IPPKH untuk 

Kegiatan dalam 

Kawasan Hutan 

- IP BMN Tanah 

- Koordinasi proses 

Sertifikasi BMN 

Tanah 

- Sosialisasi Rencana 

Kegiatan Pengadaan 

Tanah 

Sumber: Internal Humas SKK Migas Perwakilan Sumbagsel 

Dapat dilihat pada tabel diatas bahwa salah satu fungsi dari Humas SKK 

Migas Perwakilan Sumbagsel ialah mengurusi mengenai program pengadaan 

tanah yang dikerjakan KKKS. Biasanya Humas SKK Migas akan menjadi 

penghubung antara KKKS dan masyarakat dalam hal penyelesaian kesepakatan 

pembebasan lahan yang dimiliki warga guna berjalannya program pengadaan 

tanah.  

 Dalam program pengadaan tanah Humas SKK Migas mengawasi setiap 

alur pelaksanaan kegiatan, sehingga kegiatan pengadaan tanah yang dilakukan 

oleh KKKS akan lebih terkontrol. 

 

 

 

 

 



7 
 

Bagan 1.2  

Alur Pengawasan Proses Pengadaan Tanah 

  

 

 

 

 

Sumber : Internal Humas SKK Migas Perwakilan Sumbagsel  

 Dalam proses pengawasan program kerja pengadaan tanah, pada proses 

sosialisasi terdapat beberapa masalah yang sering dihadapi oleh pihak Humas 

SKKMigas Perwakilan Sumbagsel, yaitu:  

A. Konflik di dua wilayah yang belum terselesaikan 

B. Tingkat partisipasi warga rendah dalam pengadaan tanah 

C. Sosialisasi tidak berjalan dengan baik 

Adapun penjelasan masing-masing poin diatas ialah sebagai berikut: 

A. Konflik di Dua Wilayah yang Belum Terselesaikan 

Pada dua wilayah, proses pengadaan tanah sampai sekarang belum 

menemui titik terang dalam kesepakatan pembebasan lahan. Dua wilayah tersebut 

berada di Kabupaten Musi Rawas dan di Kabupaten Lampung Tengah Kecamatan 

Way Pengabuan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Melakukan 

Sosialisasi kepada 

Para Pemilik Tanah  

Pengawasan Lewat 

Anggaran Pengadaan 

Tanah  

Survei Lokasi 

Laporan Pengadaan 

Tanah oleh tiga 

KKKS Setelah 

Mendapat Surat 

Kuasa Secara Berkala  

Laporan Akhir Proses 

Pengadaan Tanah  
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Tabel 1.2 

Daftar Wilayah Proses Pengadaan Tanah yang Belum Terselesaikan 

NO Wilayah Pengadaan Tanah KKKS Tahun Proses 

Pengadaan 

Tanah 

1. Kabupaten Lampung Tengah 

Kecamatan Way Pengabuan 

Harpindo Mitra 

Kharisma 

2018 - Sekarang 

2. Kabupaten Musi Rawas PT Medco E&P 

Palembang 

2018 - Sekarang 

Sumber : Internal Humas SKKMigas Perwakilan Sumbagsel 

Berdasarkan tabel 1.2 terdapat daftar wilayah proses pengadaan tanah 

yang belum terselesaikan. Kabupaten Lampung Tengah, warga dan pihak SKK 

Migas Serta Harpindo Mitra Kharisma belum bisa mencapai kesepakatan dengan 

harga yang ditentukan oleh pihak KJPP (Kantor Jasa Penilai Publik). Warga 

menolak karena  menganggap bahwa harga yang telah ditentukan KJPP (Kantor 

Jasa Penilai Publik) rendah dan tidak sesuai dengan yang diinginkan. Pengadaan 

tanah di Kabupaten lampung Tengah merupakan proses pengadaan tanah skala 

kecil dengan luas tanah yang akan dibebaskan tidak lebih dari 5 Ha. Namun, 

sampai saat ini belum mencapai kesepakatan, maka proses pembebasan tanah ini 

dialihkan ke proses pengadaan tanah skala besar. Untuk perbedaan antara skala 

besar dan skala kecil itu ialah jika proses skala kecil dapat dilakukan dengan 

proses pengadaan tanahnya menurut Peraturan Pemerintah No.71, sedangkan 

proses skala besar merupakan proses pengadaan tanah yang melewati tim dari 

Pemerintah Daerah dan BPN (Badan Pertanahan Nasional).  

Proses pengadaan tanah di wilayah Lampung Tengah, sudah memasuki 

proses penerapan Lokasi. Penerapan lokasi merupakan salah satu proses 

pengadaan tanah dari skala besar. Penerapan lokasi dilakukan pada saat 

melakukan pengadaan tanah diatas 5 Ha. Proses dimulai dengan menyampaikan 

dokumen rencana pengadaan tanah kepada Pemerintah Daerah (Pemda), 

kemudian Pemerintah Daerah (Pemda) melakukan pemeriksaan kembali atas 

dokumen tersebut. Setelah itu ditetapkan lokasi serta dibentuk tim untuk 

pembebasan tanah oleh Pemerintah Daerah (Pemda).  
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Di wilayah Kabupaten Musi Rawas konflik yang dihadapi sama seperti 

pada wilayah Lampung Tengah. Masyarakat tidak menyetujui dengan harga yang 

telah ditetapkan oleh pihak KJPP. Menurut mereka harga yang diajukan sangatlah 

rendah dengan apa yang mereka harapkan. Pada proses pengadaan tanah ini, ialah 

termasuk proses pengadaan tanah skala besar yang dimana besar tanah yang akan 

dibebaskan itu lebih dari 5 Ha. Pada saat ini dikarenakan pihak warga serta pihak 

Medco dan SKK Migas belum mencapai kesepakatan, maka dari itu proses saat 

ini pada tahap konsinyasi ke pengadilan.  

Pada Proses pengadaan tanah skala besar itu sendiri dimulai dari 

penyampaian dokumen, kemudian penetapan lokasi, setelah itu sosialisasi, lalu 

berlanjut pada tahap penyampaian harga dan negosiasi, apabila tidak tercapai 

kesepakatan maka akan di konsinyasi di pengadilan. Saat ini pihak SKKMigas 

dan pihak KKKS masih berusaha untuk membebaskan kedua tanah di kedua 

wilayah tersebut. Prosesnya akan berlanjut sampai tanah tersebut dibebaskan oleh 

pihak warga setempat.  

Dalam proses pengadaan tanah yang dilakukan oleh PT Medco E&P 

Palembang di Kabupaten Musi Rawas tidak hanya terkendala pada proses 

negosiasi pada warga saja, melainkan pada pihak PT Medco E&P sendiri tidak 

memiliki inisiatif tersendiri untuk menyelesaikan konflik tersebut. Dari hasil pra 

survey penulis dengan pihak Humas SKK Migas sendiri menemukan bahwa Pihak 

Medco E&P Palembang selalu bergantung kepada SKK Migas. Dalam 

penyelesaian masalah pihak PT Medco E&P Palembang tidak mandiri dalam 

pemecahan masalah yang sedang mereka hadapi, mereka akan bergantung pada 

SKK Migas untuk selalu memberikan solusi akan masalah yang sedang terjadi. 

(Sumber: Wawancara dengan pihak Humas SKK Migas pada Maret 2019) 

B. Tingkat Partisipasi Warga Rendah dalam Pengadaan Tanah 

 Partisipasi warga dalam progam kerja pengadaan tanah sangat dibutuhkan. 

Dalam pengadaan tanah, SKK Migas dan KKKS membutuhkan lahan untuk 

proses pencarian minyak dan gas bumi. Lahan yang akan dijadikan sebagai tempat 

pencarian minyak dan gas bumi merupakan lahan yang harus dibebaskan terlebih 
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dahulu kepemilikannya. Dalam hal ini, partisipasi dari warga sangat dibutuhkan. 

Karena pihak SKK Migas Perwakilan Sumbagsel dan KKKS belum bisa 

mencapai kesepakatan dengan warga dalam hal pembebasan lahan, maka sering 

terjadinya ketidakperdulian warga terhadap kegiatan tersebut. Contohnya seperti 

proses sosialisai yang dilakukan di Kecamatan Bayung Lencir. Pada saat 

sosialisasi tersebut warga tidak turut hadir dalam sosialisasi yang dilakukan.   

Gambar 1.1 

Sosialisasi di Kecamatan Bayung Lincir 

 

 
 

 Berdasarkan gambar 1.1 di atas, terlihat bahwa sosialisasi pengadaan tanah 

yang berlangsung di Kecamatan Bayung Lencir tidak dapat dilakukan 

dikarenakan warga yang diundang untuk mengikuti sosialisasi tersebut tidak 

hadir. Karena hal itu, mau  tidak mau pihak SKK Migas dan KKKS membatalkan 

sosialisasi tersebut dan menjadwal ulang waktu sosialisasi tersebut.  

 Satu di antara elemen dan indikator yang paling mendasar dari 

keberhasilan pelaksanaan pengadaan tanah adalah adanya keterlibatan warga 

secara aktif. Mengingat keberhasilan program pengadaan tanah ini sangat 

ditentukan oleh pembebasan lahan yang dimiliki warga, maka proses negosiasi 

pihak SKKMigas dan KKKS kepada warga sangatlah penting. SKKMigas dan 

KKKS tentunya harus memiliki strategi tersendiri agar kesepakatan yang akan 

dilakukan bersama para warga dapat berhasil.  
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 Pihak SKKMigas Perwakilan Sumbagsel tentunya harus dapat 

memberikan solusi yang bisa digunakan oleh KKKS dalam mempengaruhi atau 

merubah pikiran warga agar terus berpartisipasi dengan aktif pada kegiatan 

pengadaan tanah. Pihak SKKMigas Perwakilan Sumbagsel dan KKKS tentunya 

dapat berkomunikasi dengan baik kepada para warga sampai bisa mendapatkan 

kepercayaan warga mengenai pengadaan tanah sehingga dapat memengaruhi 

sikap mereka dan pada akhirnya memengaruhi perilaku dan tindakan mereka 

terhadap pengadaan tanah. Dan dapat mengubah pengetahuan warga mengenai 

fungsi pengadaan tanah dilakukan semata-mata hanya untuk kepentingan mereka 

sendiri nantinya.  

 Dalam peran SKKMigas Perwakilan Sumbagsel dalam pengawasan kerja 

KKKS, dalam hal ini SKKMigas membutuhkan kemampuan dalam komunikasi 

persuasif sehingga nantinya akan berguna dalam membantu KKKS untuk 

meyakinkan warga agar berbuat atau bertingkah laku seperti yang diharapkan 

dengan cara membujuk tanpa paksaan dan tanpa kekerasan. 

C. Sosialisasi Tidak Berjalan dengan Baik 

 Program pengadaan tanah membutuhkan proses sosialisasi kepada warga 

yang belum mengetahui dengan terperinci kegiatan seperti apakah pengadaan 

tanah tersebut. Pada Proses sosialisasi ini menjadikan komunikasi sangat 

berkontribusi. Informasi mengenai pengadaan tanah yang bisa menjadi sumber 

klarifikasi atau sumber pengetahuan baru bisa membuat warga menjadi lebih 

paham mengenai suatu permasalahan. Selain itu dengan adanya komunikasi 

diantara warga dengan pihak SKKMigas Perwakilan Sumbagsel dengan KKKS  

bisa saling terhubung satu sama lain serta bisa saling berinteraksi. Interaksi inilah 

yang kemudian bisa disebut sebagai proses sosialisasi. Komunikasi akan sangat 

membantu mewujudkan proses sosialisasi yang baik apabila proses interaksi 

sosial di dalamnya juga terjadi dengan lancar. 

Dari data yang di dapat oleh penulis, dilihat sosialisasi yang dilakukan 

oleh pihak SKKMigas Perwakilan Sumbagsel dan KKKS sering kali tidak 

berjalan dengan baik dikarenakan permasalahan seperti kurangnya kesepakatan 

https://pakarkomunikasi.com/manajemen-komunikasi/interaksi-sosial
https://pakarkomunikasi.com/manajemen-komunikasi/interaksi-sosial
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antara penilaian tanah dari KJPP (Kantor Jasa Penilai Publik) yang jauh dibawah 

harapan pemilik tanah sehingga hal itu membuat proses sosialisasi tersebut 

menjadi terhambat. Contohnya pada sosialisasi yang dilakukan oleh PT Pertamina 

EP Asset 2, dalam sosialisasi yang dilakukan PT Pertamina EP Asset 2 ini 

memiliki beberapa kendala. Oleh karena itu proses sosialisasi tidak dapat hanya 

dilakukan satu kali melainkan beberapa kali sehingga mencapai kesepakatan 

antara kedua belah pihak. Permasalahan yang terjadi tidak hanya itu saja, 

melainkan tentang masalah surat kepemilikan tanah. Hal ini dikarenakan pemilik 

belum memiliki surat atas namanya sehingga dibutuhkan waktu untuk merubah 

surat tanah menjadi nama si pemilik.  

Dengan permasalahan yang terjadi pada proses sosialisasi pengadaan tanah 

membuat proses pencarian minyak dan gas menjadi terhambat dikarenakan terlalu 

lamanya pihak SKKMigas Perwakilan Sumbagsel dan KKKS mencapai 

kesepakatan dengan pihak warga.  

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk membahas 

masalah tersebut dengan mengambil judul “Peran Humas SKKMigas Perwakilan 

Sumbagsel dalam Pengawasan Kerja Kontraktor Kontrak Kerja Sama PT Medco 

E&P Palembang”. 

 

1.2 Rumusan Masalah Penelitian 

Bagaimana peran Humas SKKMigas perwakilan Sumbagsel dalam 

Program Kerja Pengadaan Tanah Kontraktor Kontrak Kerja Sama PT Medco E&P 

Palembang ? 

1.3 Tujuan Penelitian  

Untuk mengetahui bagaimana peran Humas SKKMigas perwakilan 

Sumbagsel dalam Program Kerja Pengadaan Tanah Kontraktor Kontrak Kerja 

Sama PT Medco E&P Palembang.  
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1.4 Manfaat Penelitian  

1.4.1. Manfaat Teoritis 

 Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi orang-

orang yang membacanya. Selain itu penelitian ini diharapkan sebagai bahan untuk 

perkembangan ilmu komunikasi khususnya di bidang kehumasan. Penulis juga 

mengharapkan penelitian ini dapat memperluas wawasan konsep dan teori-teori 

yang ada dan pembaca juga dapat mengembangkan ilmu pengetahuan yang telah 

mereka miliki. 

1.4.2. Manfaat Praktis 

 Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan pihak 

SKKMigas Palembang dalam hal kehumasan. Serta penelitian ini juga dapat 

menggambarkan bagaimana Peran Humas SKKMigas Perwakilan Sumbagsel 

dalam Pengawasan Kerja Kontraktor Kontrak Kerja Sama PT Medco E&P 

Palembang. 
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